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3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang 

2. Undang Undang No 15 Tahun 2014 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi 
Sulawesi Tenggara . 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan 

lembaran Negara republik Indonesia nomor 4846); 

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di 

maksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah 
tentang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 
berbasis Risiko (RBA). 

Penyelenggaran Perizinan berusaha berbasis Risiko. 

ten tang perlu menetapkan Peraturan Bupati 

b. bahwa Melaksanakan ketentuan Pasal 12 undang 
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) 

Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 138 Tahun 

2017 Ten tang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

satu Pintu Daerah menyebutkan bahwa dalam 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan 

daerah oleh Pelayanan Terpadu satu Pintu 

Menggunakan Pelayanan Secara elektonik. 

BUPATI BUTON TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI BUTON TENGAH 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURANBUPATIBUTONTENGAH 

NOMOR48TAHUN 2022 

TENT ANG 
PENYELENGGARAN PELJ\.YJ\NJ\N PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 

RJSTKO KABUPJ\.TEN BUTON TENGAf-I 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

. ' 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang 

Berbasis Risiko tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 

tentang inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20_17 Nomor 206, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 
Nomor 5357); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

pelayanan publik (lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 5038); 
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17. Peraturan Bupati Tengah No 25 Tahun 2022 

Tentang Susunan Organisasi Daerah dan Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Euton Tengah Berita Daerah 

kabupaten Euton Tengah Nomor 26 Tahun 2022. 

15. Peraturan Bupati Kabupaten Euton Tengah Nomor 

16 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Euton Tengah Tahun 2017 Nomor 149); 

16. Peraturan Bupati Euton Tengah No 42 Tahun 2021 

Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan 

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton 
Tengah. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 

9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan 
perangkat daerah Kabupaten Buton Tengah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 

2016 Nomor 9, Tambahn Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tengah Nomor 134); 

13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksaan Berusaha (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2100; 

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelengaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221}; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 

Ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang 

Berbasis Risiko tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573). 

10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) 
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3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. 

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

yang selanjutnya disebut DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton 

Tengah. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah 

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 

fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin 

Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah Otonom. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS 

RISIKO 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mernberikan p dornan 

dalam penyelenggaraan pelayanan periainan dan non perizinan yan , 
berbasis risiko di daerah. 

Pasal2 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANO 

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah organisasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi atau pernerintah Kab/ 

kota yang Mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal. 

9. Pclayanan pcrizinan sc ara elektronik b irbn: is Riaiko ndnlnh 

pelaj anan pcndaftaran p rmohonnn izin snmpni tcnri in 

pcnerbitan izin m lalui sarann 1 1 tronik . 

I 0. Pclayanan Non pcrizinan sccara clcktronik (onlin ·) ti lnl th 

pelayanan penycdiaan data clan informasi yang t ·rl ni d en ~ \11 

pelayanan pcrizinan. 

11. Pejabat adalah ynng mcrnpunyni kowcnrmgan t111 uk 

menetapkan persctujuun pcrnbcri izin. 

12. Perizinan Berusaha adalah lcgalitas yan , dib rikan k ipad 

pihak pelaku usaha untuk memulai dan mcnjalankan usnha/ 

atau kegiatanya. 

13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kcrugian dari 
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dun 

kemungkinan akibat bahaya. 

14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan berusaha 

berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 

15. Sistim Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elcktronik 

(Online Single Submission) Berbasis Risiko yang selanjutnya di 

sebut Sistim OSS RBA adalah sistim Elektronik terintegrasi 
yang di kelolah dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS RBA 

untuk Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko. 
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d. Tat i ·rizinan clan non p ·rizinan; 

P rat uran p rund ng-uridan 1 n di bid n p layanan terpaclu 
satu pintu; 

f. P la 1anan informa i publik kepada rnasyarakat: dan 

g. Data ref r n i yang digunak n dalam pelayanan perizinan 
dan nonperizirian 

3. Subsistem pelayanan perizinan dan non penzman sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf terdiri atas sistem elektronik yang 
menyediakan layanan: 

a. Perizinan dan nonperizinan sesuai tahapan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan; 

b. Peneliusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan 
( on line Trackinq system); dan 

c. Penerbitan dokumen izin dan non izin dapat berwujud kertas 

yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, 

atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik. 

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam 

pelayanan perizinan dan memuat peraturan internal bagi aparat 

pemerintah daerah dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis 

risiko, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat 

untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih 

mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Pasal 4 

1. Ruang lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis 

Risiko terdiri atas : 
a. Subsistem pela anan informasi: 

b. Sub ist m 1a1AnRn perizinan dan nonprizinan 

c. ubsi t m p ndukun . 
2. Sub ist rm p .lav nan inforrna i scbn m n dimak ud pada ayat 

(1) huruf n m ·n · ·di kan j · i. inf ls: 

n. Punduun P .rixinan d n non rizm I 

b. Dntu cnli: · i J n ·rl ium izin in <I n n n p ·rizinan yang 

di. •di ikun u: tuk put hk: 

c. J mis p sy n t .kruk , pen lusuran posisi 

dokurn ·n t ln : ·ti r pr . . . bi y r ·t ibus i dan waktu 

p ~1 -nn m: 

Pasal 3 
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( 1) Pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis Risiko dapat 
diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa 
menggunakan hak akses. 

Bagian Kedua 

Hak Akses 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Penyelenggara 

Pasal 5 
( 1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

berbasis Risiko dilaksanakan oleh Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan 
berbasis Risiko sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Dinas 
dapat bekerja sama dengan perangkat daerah terkait. 

(3) Skema penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Buton Tengah. 

BAB III 

TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

BERBASIS RISIKO 

4. Subsistem pendukung sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c terdiri atas sistem elektronik : 

a. Pengaturan jaringan administrasi elektonik; 

b. Pengaturan administrasi basis data (database); 

c. Pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik; 

d. Bantuan permasalahan aplikasi (help desk) untuk petugas 

pelayanan; 

e. Pelayanan konsultasi; 
f. Pelaporan perkembangan penerbitan izin dan non izin; 

g. Catatan sistem (1.og system ) elektronik; 
h. Jejak audit ( audit trail ) atas seluruh kegiatan dalam 

peayanan perizinan dan non perizinan 
i. Cadangan ( backup) sistem elektronik dan basis data secara 

berkala. 
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(1). Pemohon yang telah memiliki hak akses dapat mengajukan 

permohonan perizinan secara elektronik ( online) pada portal 

(1). Setiap orang dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha 

dan/ atau kegiatan di daerah dapat menggunakan· pelayanan 

perizinan berbasis Risiko dengan menggunakan hak akses. 

(2). Setiap orang dan badan hukum dapat memanfaatkan 

pelayanan non perizinan untuk mendapatkan data dan 

informasi terkait pelayan perizinan berbasis Risiko tanpa 
menggunakan hak akses. 

Bagian Keempat 

Pelayanan Perizinan Secara Elektronik ( online} 

Pasal 9 

Pasal8 

Perno hon 

Bagian Ketiga 

(2). Penyalagunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh 
pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses 

Pasal 7 

(1). Pemilik hak akses sebagimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 
(4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode 

akses yang dimilikinya. 

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 

ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak 

akses. 

(3) Pelayanan penzman dan non perizinan berbasis Risiko 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan Subsistem 

pendukung sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 ayat ( 4) 

dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses. 

(4) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 

kepada Kepala Dinas, Petugas pelayanan pemohon perizian 

dan non perizinan berbasis Risiko, dan pegawai instansi lain 

sesuai dengan kewenangan. 
{5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPM-PTSP dalam bentuk 

petunjuk telmis. 
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(4). Hasil verifikasi dokumen permohonan dan tinjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita 
acara basil tinjauan lapangan. 

( 1). Terhadap jenis perizinan yang dilakukan tinjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), maka 

pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh 

dokumen permohonan secara lengkap pada saat dilaksanakan 

tinjauan lapangan. 

(2). Pada saat penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1), pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain. 

(3). Verifikasi terhadap dokumen permohanan dan basil tinjauan 

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Tim Teknis Perizinan. 

Pasal 11 

( 1). Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 ayat ( 1), diverifikasi oleh petugas 
pelayanan (front office) sesuai jenis perizinanya. 

(2). Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan Kepada Tim Teknis Perizinan. 

(3). Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan terhadap jenis 

perizinan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

Pasal 10 

pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik 

(online) dengan menggugah dokumen-dokumen elektronik yang 

dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2). Pemohon yang telah melakukan permohonan perizinan 

sebagimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 

kebenaran dokumen elektronik yang diajukan. 

(3). Dokumen elektronik sebagiamana dimaksud pada ayat (3) 
kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik. 
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( l) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 13 ayat ( l ), pemohon dapat mengambil dokumen izin di 

kantor dinas. 
(2) Pengambilan dokumen izin dilakukan dengan menunjukan 

nomor pendaftaran dan dokurnen asli persyaratan 

permohonan izin k pada petugas pelayanan. 

(3) Terhadap izin yang dikennkan retribusl, pernohon m nyerak n 

bukti pernbayaran r tribusi s ·bagai syarat m ngambil 

dokurnen izin.. 

(4) Dal rn ha] pernohon b rhalangan saat pengambil n dokurnen 

izin, pernohon dapat menunjuk ku a dengan m n rbi · 1 

suara kuasa. 

Pasal 14 

(l ). Dinas mcmbcritahukan kepada pemohon perihal pen tap n 
atau penolakan permohonan izin secara elektronik (online). 

(2). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 

dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak 

pemohon izin ditetapkan atau ditolak. 

(4). nundntnngnnnn lcktronik scbage imana dim k I p d ar 
(2) dilakukan ol h Kcpala Dinas. 

Pasal 13 

( 1). tcJA. arknn h iritn near hnnil injn Jr\ n lap n n ~d a irn n .. 

dimnk: ud dalaru pnsnl 11 A · t (4) p jab m .nc ::ip n a . 

mcnolak perm h nnn izin. 

(~ ). I n tnpnn atuu p nolnl an p .rmoh n n izln scba irn 

dirnnl ud padn fl)Ht (I) dilnkuknn sc ara clck r nik onlines. 

(, ). n tnpnn perm honnn i?.fn s hngnfmt.1no dim ks d p d 

( .... ) dib riknn dnlnrn b in uk pcnnnd tr ngan n d kumen izin 

c arn 1 iktronil d in an nra mcrnberikan QR. 

Po. 1 1 _ 
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(1). Dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang dibubuhi 

tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah. 

(2). Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen 

elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat 

dan waktu penandatanganan. 

(3). Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada 

Pasal 17 

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat 
hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi : 

a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada 
penandatanganan; 

b. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait pada saat 

proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa 

penandatanganan; 
c. Segala perubahan terhadap tanda tercepat terdapat cara 

tertentu umtuk menunjukan bahwa penandatanganan telah 
memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang 

terkait. 

Tanda Tangan Elektronik 

Pasal 16 

Bagian keenam 

(2). Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), 
pemohon membayar retribusi sesuai tata cara yang ditetapkan 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

( 1). Terhadap izin yang dikcnakan rctribusi, Surat kctctapan 

Retribusi Daerah (SKRD) dapat dibcrikan dalam bentuk 
dokumen elektronik atau dalarn bentuk surat. 

Pasal 15 

Pcmbuyaran Rctribusi 

agian I< limn 
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BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 
Peraturan Bupati ini tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Ber basis Risiko wajib melaporkan secara berkala dan / a tau secara 
insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah 
yang terkait. 

Pasal 18 
(1). Tanda tangan digital pada transaksi elektronik dapat 

diverivikasi melalui layanan validasi (validation authority) pada 

penyelenggaraan Sertifikat Elektronik. 
(2). Dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid 

merupakan dokumen otentik. 

waktu server ( times stamp) milik penyelenggaraan Sertifikat 
clektronik. 

• 
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